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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai
Negeri Sipil memiliki hak memperoleh peningkatan
kompetensi diantaranya melalui pendidikan dan
pelatihan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan
jabatan dan pengembangan karier;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 374 ayat (3)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan  Daerah, perlu dilakukan
pembinaan bersifat teknis terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral kepada Daerah Provinsi diantaranya dalam
bentuk pendidikan dan pelatihan;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, perlu
dilaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis bagi

Pegawai Negeri Sipil bidang energi dan sumber daya
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Mengingat

mineral untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis
dan dapat dilaksanakan secara berjenjang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi
Pegawai Negeri Sipil Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Keputusan  Presiden @ Nomor 87  Tahun 1999
tanggal 30 Juli 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan  Presiden @ Nomor 87  Tahun 1999
tanggal 30 Juli 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0047 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, Inspektur Minyak
dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, dan

Inspektur Tambang;
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Akreditasi
Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor
Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 468);

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita
Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 544);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
207);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1582);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan
Informasi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 388);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS,
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakterisitik yang
dimiliki oleh seorang PNS berupa wawasan, pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, yang selanjutnya
disebut Diklat, adalah proses penyelenggaraan belajar
mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk
memenuhi Kompetensi teknis yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas PNS.

Diklat  Teknis  Substantif adalah  Diklat yang
diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka
pencapaian Kompetensi teknis bagi PNS bidang energi
dan sumber daya mineral.

Diklat Teknis Umum adalah Diklat yang diselenggarakan

untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang



